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Hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap 
ditinjau secara Yuridis yang berada di wilayah Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Perlindungan Kesejahteraan, Kesehatan dan Kecelakaan Kerja. 
Perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap tidak semuanya sesuai dengan hukum 
positif yang ada. Perkerja tidak tetap yang hanya melakukan perjanjian kerja lewat 
lisan, pekerja tidak tetap yang sudah lama bekerja tetapi masih belum ada status resmi 
dan bukti tertulis yang menjelaskan mereka sebagai perkerja tetap atau tidak tetap dan 
pekerja tidak tetap sudah lebih dari 3 tahun bekerja, tidak diangakat sebgaai pekerja 
tetap namun malah dilempar sebagai pekerja outsourcing. Penulis menyadari 
keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, 
penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat 
bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca. 
Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja tidak tetap dan pekerja tetap. 
 
ABSTRACT 
Results of research on the Legal Protection of Workers Against Variable Juridical be 
review in the area of Muhammadiyah University of Surakarta. Protection of Welfare, 
Health and Accident. Legal protection for temporary workers are not all in 
accordance with the existing positive law. Workers do not remain the only work 
through oral agreement, temporary workers who have long worked but there is still 
no official status and written evidence which describes them as permanent or non-
permanent worker and temporary workers already more than 3 years of work, not 
were raised sebgaai permanent workers but instead cast as workers Outsourcing. The 
authors recognize the limitations of the author's ability to complete the writing of this 
law. However, the authors hope that with what the authors provide in writing this law 
can be useful for personal authors and readers. 





Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala 
hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan 
sesudah masa kerja.
1
 Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja 
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan Pekerja 
adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu 
kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena 
seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.
2
 
Tenaga kerja tidak tetap ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan 
tenaga kerja tetap tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Seperti halnya yang 
tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 
perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 
Salah satu lembaga di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja tidak tetap 
dan menjadi pokok pembahasan peneltian ini adalah Perguruan Tinggi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS), yaitu suatu perguruan tinggi swasta yang bertepat 
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di Jalan Ahmad Yani tromol pos 1 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Dalam 
kesehariannya UMS ini mempekerjakan beberapa tenaga kerja, diantaranya satpam, 
tukang parkir, cleaning service, petugas kantor dan dosen. Diantara dari mereka 
statusnya masih ada yang sebagai tenaga kerja tidak tetap. 
Suatu peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku, dan mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang 
ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan tentang peraturan 
perusahaan kepada tenaga kerja. Perlindungan pekerja dari kekuasaan pengusaha 
terlaksana apabila peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau 
memaksa pengusaha bertindak seperti dalam peraturan perundang-undangan tersebut 
benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur 
secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologi dan filosofis.
3
 
Awalnya terjadinya hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja. 
Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang calon 
pekerja/buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati bersama. Isi 
dari perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan 
dan apa yang akan dikerjakan, kemudian bersarnya upah yang akan diterima serta 
syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama.
4
 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan 
hukum yang didapat pada pekerja tidak tetap di Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta? (2) Apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada pekerja tidak 
tetap di Universitas Muhammdiyah Surakarta? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan kepada pekerja tidak tetap Universitas Muhammdiyah 
Surakarta; (2) Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang didapat pada 
pekerja tidak tetap Universitas Muhammdiyah Surakarta.  
Manfaat penelitian adalah: (1) Manfaat Teoritis, (a) Penelitian ini diharapkan 
mampu menjadi pengetahuan baru, yang tentunya terkhusus dalam pengetahuan 
hukum pada aspek perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap. (b) Diharapkan 
dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat tentang bagaimana sistem 
perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap. (2) Manfaat Praktis, (a) Dapat 
mengetahui hubungan kerja dan hak-hak perkerja tidak tetap dengan lembaga 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. (b) Dapat dijadikan sumbangsih pengetahuan 
bagi masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pekerja tidak 
tetap. 
Secara metodelogis, penelitan ini termasuk dalam menggunakan jenis 
penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia,  keadaan atau gejala lainnya. Penelitian ini membutuhkan satu jenis data 
yang terdiri dari, yaitu: (a) Data Primer. (b) Data Sekunder 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Perlindungan Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Universitas Muhammadiyah Surakarta perlindungan tenaga kerja tetap maupun 
tidak tetap dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, berupa kesejahteraan kerja, Kesehatan 
kerja dan Kecelakaan Kerja. 
a. Perlindungan Kesejahteraan Kerja antara lain; 
Perlindungan Kesejahteraan kerja antara lain gaji tunjangan hari raya. Dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 06 tahun 1994 tanggal 16 September 1994 
mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. THR merupakan pendapatan 
pekerja yang wajib dibayarkan kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari 
raya bagi masing-masing pemeluk agama yang berupa uang atau bentuk lain 
yanng besarnya minimal 1 (satu) bulan gaji. THR harus dibayarkan paling lambat 
7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan agar mereka dapat merayakan 
dengan baik.
5
 UMS dalam hal ini sudah melaksanakan tunjangan tersebut tanpa 
ada permasalahan. Adapun juga UMS memberikan Tunjangan keluarga dalam 
bentuk pemberian beras, tanggungan isteri, keperluan fungsional dan tunjangan 
pesangon pensiun. Untuk tunjangan pesangon pensiun UMS telah melakukan 




Tunjangan kematian, pengertian dari tunjangan kematian ialah tenaga kerja 
yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Dalam hal tenaga kerja meninggal 
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akibat kecelakaan kerja, maka santunan yang menjamin adalah tunjangan 
kecelakaan kerja, kecuali jika jumlah santunan jaminan kecelakaan kerja lebih 
rendah dari jumlah santunan kematian, maka keluargannya akan mendapatkan 
santunan dari jaminan kematian.
7
 
b. Perlindungan Keselamatan Kerja 
UMS dalam melaksanakan perlindungan hukum Kesehatan kerja bagi 
pekerjanya telah dikelola oleh UMS sendiri. Pengutamaan rumah sakit  PKU 
Muhammadiyah Surakarta ini bagi karyawan yang membutuhkan pengobatan akan 
mendapatkan dengan bantuan dana 90% dari biaya yang keluar, dengan membawa 
surat keterangan yang dikeluarkan oleh PKU Muhammadiyah Surakarta. Luar 
rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta maka tetap mendapatkan bantuan dari 
UMS, namun pendanaan berbeda, yakni sebesar 70% dari biaya pengobatan. 
c. Pelindungan Kecelakaan Kerja 
Perlindungan hukum dalam Kecelakaan kerja, UMS sudah melibatkan 
dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga 
kerja UMS. 
 
Tenaga kerja di UMS 
Karyawan adalah semua tenaga akademik dan tenaga non-akademik 
universitas.
8
 Tenaga dosen adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
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menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 
melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
9
 
Di Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari 323 Karyawan. 
Karyawan tetap terdiri dari 278 orang. Sedangkan karyawan tidak tetap di UMS 
disebut dengan calon pegawai atau disingkat capeg terdiri dari 45 orang dan 
karyawan Outsourcing terdiri dari 74 orang. Semua karyawan dalam jenis-jenis 
tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda-beda pula. Dosen 




Perlindungan hukum yang didapat pada pekerja tidak tetap di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan 
tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, 




UMS salah satu universitas swasta yang ada di Surakarta melaksanakan 
kewajibannya melakukan perlindungan hukum terhadap pekerjanya. Karena UMS 
sebagai instansi pendidikan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Selayaknya 
Tenaga kerja tetap dan tidak tetap di UMS mendapatkan perlindungan hukum yang 
sama. Karena sesuai dengan pasal 6 UU nomor 13 tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi dari pengusaha. Jadi hukum positif telah mengatur bagaimana 
setiap tenaga kerja berhak dan dijamin perlindungannya. Di UMS perlindungan 
tenaga kerja tetap maupun tidak tetap dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, berupa 
kesejahteraan kerja, Kesehatan kerja dan Kecelakaan Kerja. 
 
Bentuk Permasalahan-permasalahan dan Penyelesaian yang terjadi kepada 
pekerja tidak tetap di Universitas Muhammdiyah Surakarta. 
Hubungan kerja hubungan yang terjadi pada pengusaha dan pekerja yang 
timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang 
tidak tertentu. Dalam hubungan kerja bisa terjadi adanya permasalahan dan konflik 
antara pekerja dan pengusaha. Untuk menghidari suatu permasalahan dan konflik 
tersebut maka dibutuhkannya suatu Hubungan industrial. 
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 
pelaku proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, 
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya disini bahwa 
hubungan antara pekerja dengan pengusaha serta ikut keterlibatan pemerintah 
didalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan penindakan (law enforcement) 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
12
 
Permasalahan yang terjadi di UMS mulai dari menyalahi hak tenaga kerja di 
UMS, yaitu bapak Sutiman penjaga pakir UMS sudah bekerja di UMS lebih dari 3 
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(tiga) tahun, dan sudah ditetapkan menjadi tenaga kerja tetap di UMS, namun berbeda 
dengan bapak walidi yang sudah 8 (delapan) tahun bekerja di UMS statusnya 
dijadikan tenaga kerja outsourcing oleh UMS. Dalam Pasal 59 ayat (4) dinyatakan 
bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu 
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjanag 1 
(satu) tahun. artinya UMS telah tidak melaksanakan pasal tersebut. Sebelum 
ditetapkan menjadi tenaga kerja outsourcing dan tenaga kerja tetap pada tahun 2014, 
tukang parkir UMS belum mendapatkan surat keputusan dari pihak UMS mengenai 
status dirinya sebagai tenaga kerja tetap atau tidak tetap. Ini artinya bahwa seharusnya 
seluruh tukang parkir UMS menjadi tenaga kerja tetap, karena sesuai dengan Pasal 57 
ayat 2 yang berbunyi perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis 
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai 
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Namun masih banyak tenaga kerja 
tukang parkir yang statusnya dialihkan menjadi tenaga kerja outsourcing.
13
 
Permasalahan yang sering terjadi pada hubungan kerja di UMS adalah dalam 
perlindungan hukum berupa kesehatan kerja, yaitu akomodasi dalam rumah sakit. 
Misalnya opname dirumah sakit kamar yang didapat baik tenaga kerja maupun dosen 
berbeda-beda, disesuaikan dengan jabatan tenaga kerja ataupun dosen tersebut. selain 
kesehatan kerja, yaitu tentang perlindungan hukum berupa kecelakaan kerja, bentuk 
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Tangung jawab atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja ditempat kerja 
adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat 
kerja.
15
 UMS sebagai pimpinan atau pengurus tempat kerja melaksanakan bentuk 
penyelesaian permasalahan hubungan kerja yaitu dengan musyawarah dari kedua 




Pertama, Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisis mengenai 
perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yaitu: 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga pendidikan 
tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah. UMS berdiri berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0330/O/1981 tanggal 24 
Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta. UMS  
merupakan satu dari 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dan satu di antara 
1.890 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Terletak di Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Kartasura, Sukoharjo). 
                                                          
14
  Marsalam, Kabag Personalia UMS, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 24 November 2014 Pukul 
11.02 WIB. 
15
  Sendjun H. Manulang, 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta: 
PT.Rineka Cipta, hal. 84 
11 
 
Karyawan adalah semua tenaga akademik dan tenaga non-akademik 
universitas. Tenaga dosen adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 
melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. 
Di Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari 323 Tenaga kerja. Tenaga 
kerja tetap terdiri dari 278 orang. Tenaga kerja tidak tetap di UMS disebut dengan 
calon pegawai atau disingkat capeg terdiri dari 45 orang dan tenaga kerja Outsourcing 
terdiri dari 74 orang. Semua tenaga kerja dalam jenis-jenis tersebut juga mendapatkan 
perlindungan hukum yang berbeda-beda pula. Sedangkan untuk dosen, terdiri dai 535 
dosen tetap dan dosen tidak tetap atau dosen capeg. 
UMS perlindungan tenaga kerja tetap maupun tidak tetap dibagi menjadi 3 
(tiga) bagian, berupa kesejahteraan kerja, kesehatan kerja dan kecelakaan Kerja. 
Kesejahteraan kerja berupa : (1) Tunjangan hari raya; (2) Tunjangan keluarga; 
(3) Tunjangan pesangon pensiun; (4) Tunjangan kematian; (5) Tunjangan hari tua. 
Kesehatan Kerja berupa tunjangan kesehatan. Dan kecelakaan kerja berupa tunjangan 
kecelakaan kerja. 
Tenaga kerja tidak tetap atau capeg yaitu mendapatkan akomodasi pendanaan 
semua tunjangan atau jaminan sosial yang ada di UMS sebesar 80% dari 100% yang 
diterima oleh tenaga kerja tetap, termasuk gaji. Hanya saja tenaga kerja tidak tetap 
tidak memperoleh berupa tunjangan hari tua dan pensiun. 
12 
 
Perlindungan hukum pada tenaga kerja outsourcing yang didapat dari UMS 
hanya perlindungan hukum berupa kesejahteraan kerja yang sebatas tunjangan hari 
raya saja. Untuk kecelakaan kerja dan kesehatan kerja sudah diserahkan kepada BPJS 
Ketenagakerjaan. Tunjangan pensiun, tunjangan kematian dan tunjangan hari tua 
tidak di berikan oleh UMS, karena karyawan outsourcing berada di dalam tanggung 
jawab hukum perusahaan outsourcing dan tunjangan-tunjangan tersebut sudah di 
dapatkan dari perusahaan outsourcing yang telah bekerja sama dengan UMS. 
Perusahaan outsourcing yang melakukan kerja sama dengan UMS, antara lain dari PT 
Taketama dan CV. Surya mandiri sakti. Karyawan outsourcing ditugaskan dalam 
UMS sebagai penjaga sepeda motor, satpam, cleanning service dan maintenance. 
Dosen terdiri dai 535 dosen tetap dan dosen tidak tetap atau dosen capeg. 
Semua bentuk perlindungan hukumnya sama dengan karyawan tetap dan karyawan 
capeg. Baik perlindungan kesejahteraan, kesehatan dan kecelakaan. 
Kedua, Bentuk Permasalahan yang Terjadi dan Penyelesaiannya antara Tenaga 
Kerja dan Pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta. Permasalahan yang sering 
terjadi pada hubungan kerja di UMS adalah dalam perlindungan hukum berupa 
kesehatan kerja, yaitu akomodasi dalam rumah sakit. Misalnya opname dirumah sakit 
kamar yang didapat baik tenaga kerja maupun dosen berbeda-beda, disesuaikan 
dengan jabatan tenaga kerja ataupun dosen tersebut. Selain kesehatan kerja, yaitu 
tentang perlindungan hukum berupa kecelakaan kerja, bentuk permasalahannya yaitu 




Tangung jawab atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja ditempat kerja 
adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat 
kerja. UMS sebagai pimpinan atau pengurus tempat kerja melaksanakan bentuk 
penyelesaian permasalahan hubungan kerja yaitu dengan musyawarah dari kedua 
belah pihak. Dapat melibatkan BPJS dan pihak terkait. 
 
Saran  
Pertama, calon tenaga kerja UMS harus memiliki kecakapan dalam 
melakukan perbuatan hukum, yaitu sebelum menandatangani perjanjian kerja. Tenaga 
kerja hendaknya difahamkan tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja, 
sehingga apabila terjadi kelalaian dalam melaksanakan perjanjian kerja maka mudah 
untuk menyelesaikannya. 
Kedua, UMS memfasilitasi sarana hubungan industrial yaitu Hubungan 
industrial diatur dengan beberapa sarana, dan salah satunya yaitu serikat pekerja. 
Serikat pekerja/buruh adalah organsasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk 
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan 
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